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PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 02 TAHUN 2014
TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG ENERGI

DAN SUMBER DAYA MINERAL KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL
PEMERINTAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI

Menimbang

TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam meningkatkan pencapaian kinerja,
efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan urusan
pemerintahan, perlu melimpahkan sebagian
urusan pemerintahan di bidang energi dan
sumber daya mineral melalui kegiatan
dekonsentrasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan
ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008
tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral tentang Pelimpahan
Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Energi
dan Sumber Daya Mineral Kepada Gubernur
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Mengingat

Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka
Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran
2014,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4959);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5462);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
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Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008
tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4816);

Peraturan Pemerintanh Nomor 22 Tahun 2010
tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5110);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5282);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5142);

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010
tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5172);

Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011
tanggal 18 Oktober 2011;

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2013
tanggal 27 November 2013 tentang Rincian
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun
Anggaran 2014,

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
171/PMK.05/2007 tanggal 27 Desember 2007
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Pusat;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
156/PMK.07/2008 tanggal 27 Oktober 2008
tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi
dan Dana Tugas Pembantuan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2009 tanggal 6 April 2009 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di
Daerah;

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan
Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 341) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2012
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 989);

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1022);

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 02 Tahun 2013 tentang
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Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan
Pengelolaan Usaha Pertambangan yang
Dilaksanakan Oleh Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah  Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA

MINERAL TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN
URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL KEPADA GUBERNUR
SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DALAM RANGKA
PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN
ANGGARAN 2014.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah
Presiden  Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya
disebut Kementerian ESDM adalah kementerian yang mempunyai
tugas menyelenggarakan urusan di bidang energi dan sumber daya
mineral dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam
menyelenggarakan pemerintahan negara.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang energi dan sumber daya mineral.

Gubernur adalah gubernur selaku wakil Pemerintah di Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut
SKPD Provinsi adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah
provinsi yang bertanggung jawab  terhadap pelaksanaan
dekonsentrasi/tugas pemerintahan di bidang energi dan sumber daya
mineral di daerah provinsi.
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